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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

RESUME

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XV/2017
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG

PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI

UNDANG-UNDANG

20 MARET 2018

. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(selanjutnya disebut UU Pemilukada) dalam Perkara Nomor 90/PUU-XV/2017
diajukan oleh Dani Muhammad Nursalam bin Abdul Hakim Side, yang dikuasakan
kepada Effendi Saman, S.H., Nandang Wirakusumah, S.H.

. PASAL YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas
Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 7 ayat (2) huruf i, Pasal 42 ayat (3) UU Pemilukada,
yang berketentuan:

Pasal 7 ayat (2) huruf g

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan
mantan terpidana;”

Pasal 7 ayat (2) huruf i
“tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat
keterangan catatan kepolisian;”




Pasal 42 ayat (3)

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7”

. BATU UJI

Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 7 ayat (2) huruf i, Pasal 42 ayat (3) UU
Pemilukada dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal
28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 karena telah merugikan dan
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 7 ayat (2) huruf
I, Pasal 42 ayat (3) UU Pemilukada, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai
berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-
Undang dan Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

2. Bahwa terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma
dari undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat
Pemohon tidak jelas menguraikan kerugian hak konstitusionalnya dengan
berlakunya norma Undang-Undang a quo, karena Pemohon sama sekali
tidak menjelaskan apakah yang bersangkutan akan mencalonkan diri
sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Sehingga Mahkamah tidak
menemukan relevansi Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma
Undang-Undang a quo. Dengan demikian uraian Pemohon dalam
menjelaskan kedudukan hukumnya menjadi kabur.

3. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama posita dan petitum
telah ternyata bahwa tidak terdapat kesesuain. Dalam posita permohonan,
Pemohon mendalilkan bahwa Pasal-Pasal a quo bertentangan dengan batu
uji UUD Tahun 1945. Sementara dalam petitum angka 2 dan angka 3,
Pemohon memohon penegasan kepada Majelis Hamik Konstitusi atas Pasal
7 ayat (2) huruf g dan huruf i Undang-Undang a quo untuk dinyatakan
sebagai ketentuan hukum yang berpotensi dapat merugikan hak-hak politik
Pemohon dan memberikan kejelasan dan kepastian substansi hukum
secara adil agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma hukum konstitusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan
ayat (3) UUD Tahun 1945. Selain itu, Pemohon juga memohon penegasan
kepada Majelis Hakim Konstitusi atas Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang a
guo. Dan Mahkamah berpendapat telah terang bahwa terdapat

ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan.




4. Bahwa Pemohon dalam rumusan petitumnya juga tidak sesuai dengan
format petitum yang berkenaan dengan pengujian norma undang-undang di
Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan
Mahkamah telah memberi nasihat supaya Pemohon memperbaiki
permohonannya, khususnya berkaitan dengan kesesuaian antara posita
dengan petitum permohonan Pemohon. Namun, setelah diberi waktu untuk
memperbaiki permohonan ternyata Pemohon tidak melakukan perbaikan
sebagaimana dinasihatkan Mahkamah. Oleh karena itu, permohonan
Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel).

5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, maka Mahkamah tidak
mempertimbangkan pokok permohaonan lebih lanjut.

. AMAR PUTUSAN
Menyatakan “permohonan Pemohon tidak dapat diterima”

. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta
langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan
bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan
dilaksanakan. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 90/PUU-XV/2017
yang menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap pengujian Pasal
7 ayat (2) huruf g, Pasal 7 ayat (2) huruf i, Pasal 42 ayat (3) UU Pemilukada
mengandung arti bahwa Pasal-Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD
Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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